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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

bahwa salah satu kewenganan daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh
undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah memungut pajak dan retribusi
daerah;

bahwa Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan jenis Retribusi Daerah
dan merupakan Sumber Pendapatan Daerabh;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan
b, perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten
Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di
Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4180);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4444);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

19.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian
Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Kepada
Daerah Tingkat | dan Tingkat Il (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3410);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan
Lalulintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor
63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980 tentang Pedoman
Pengelolaan Perparkiran di Daerabh;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1986 tentang Ketentuan
Umum Mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Daerah Jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 65 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang
Fasilitas Parkir Untuk Umum;

Peraturan Daerah kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Lamandau
(Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

dan

BUPATI LAMANDAU



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.
b.

c.
d.

—h

Daerah adalah Kabupaten Lamandau;

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai
Badan Eksekutif Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Lamandau;

Badan adalah suatu badan usaha yang meliputi perseroan, perkumpulan, yayasan dan
sejenisnya;

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara;

Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir;
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada
kendaraan itu termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan
kendaraan bermotor;

Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah
Daerah yang menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan,
dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;

Retribusi Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan atas
pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh
Pemerintah Daerabh;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan
Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib
Retribusi memanfaatkan tempat khusus parkir;

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data
dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban Retribusi Daerah
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerabh;

Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat jelas tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB Il
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas
pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah
Daerah.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan Tempat Khusus Parkir yang meliputi :

a.
b.
c.

Palataran/ Lingkungan Parkir;
Taman Parkir ;
Gedung Parkir.

Pasal 4



Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan Tempat khusus Parkir.

BAB llI
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Tempat Khusus Parkir digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR
TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan dan jangka waktu pemakaian Tempat
Khusus Parkir.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan
untuk mengendalikan permintaan dan Penggunaan jasa Pelayanan dalam rangka memperlancar
pelaksanaan layanan,dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan Pelayanan, kemampuan
masyarakat dan aspek keadilan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
Pasal 8

(1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis tempat parkir khusus yang disediakan dan jenis
kendaraan bermotor. Jenis kendaraan bermotor wajib retribusi adalah sebagai berikut :
a. Sepeda motor;
b. Mobil Penumpang;
c. Mobil Bus;
d. Mobil Barang;
e. Kendaraan Khusus.
(2) Atas pemberian jasa tempat parkir khusus oleh pelayan jasa parkir dikenakan retribusi sebagai
berikut :
a. Sepeda Motor, sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) per sekali parkir;
b. Mobil Penumpang, sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) per sekali parkir;
c. Mobil Bus, sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) per sekali parkir;
d. Mobil Barang, sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) per sekali parkir;
e. Kendaraan Khusus, sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) per sekali parkir.

Pasal 9

(1) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga)
tahun sekali;

(2) Peninjauan tarif retrbusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan
indeks harga dan perkembangan perekonomian;

(3) Perubahan tarif retribusi sebagai tindak lanjut peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 10



(1) Retribusi dipungut di Wilayah Daerah Pelayanan Tempat Khusus Parkir diberikan;
(2) Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
BAB VIl
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN
DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN
Pasal 11

(1) Pemungutan Retribusi dilakukan pada saat wajib retribusi memanfaatkan jasa pelayanan tempat
parkir dilakukan;

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis,
kupon ayau kartu berlangganan;

(4) Tata cara pemungutan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Hasil pungutan retribusi seluruhnya disetor ke Kas Daerah dan merupakan Penerimaan Daerah.
(2) Tata cara penyetoran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
SANKS| ADMINSTRASI
Pasal 13

(1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi
adminstrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau
kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

(2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat
teguran.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus;

(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya
SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;

(3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB Xl
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

(1) Apabila wajib retribusi tidak membayar atau kurang membayar retribusi yang terutang sampai
saat jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) Bupati atau
Pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan penagihan atas rdetribusi yang terutang tersebut
dengan menggunakan STRD atau surat lain yang sejenis;

(2) Pengeluaran STRD atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan
retribusi di keluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo;

(3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah STRD atau surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus
melunasi retribusi yang terutang.

BAB XII
PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 16



(1) Bupati dapat memberikan keringanan pembayaran retribusi berupa angsuran atau penundaan
pembayaran;

(2) Tata cara pemberian keringanan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIlI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUARSA
Pasal 17

(1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga)
tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak
pidana dibidang retribusi;

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :

a. Diterbitkan surat teguran; atau
b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;

(3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huru a, kedaluwarsa
penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut;

(4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) b, adalah
wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah;

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,
dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 18

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah
kedaluwarsa dapat dihapuskan;

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan
Bupati.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 19

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali
jumlah retribusi yang harus dibayar;

(2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal 20

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak
pidana sebagaimana dimaksud pasal 19 ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pegangkatannya ditetapkan sesuai dengan
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan
jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi
Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;



d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana dibidang retribusi;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan
dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di
bidang retribusi daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada
saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi Daerabh;

i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau
saksi;

j-  Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulai penyidikan dan
menyampaikan kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan
diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

BAB XVII
PENUTUP
Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundang.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di : Nanga Bulik
padatanggal : 4 Oktober 2010

BUPATI LAMANDAU,
ttd
MARUKAN

Diundangkan di : Nanga Bulik
padatanggal : 4 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,
ttd
MASRUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2010
NOMOR 55 SERI: C



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 02 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

A. PENJELASAN UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting dan sangat
strategis guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah termasuk peningkatan pelayanan
kepada masyarakat dan kemendirian daerah untuk itu perlu adanya perluasan objek retribusi
daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Hal ini tentunya dilaksanakan berdasarkan
prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat serta akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi daerah.

Salah satu potensi tersebut adalah dengan pembentukan Peraturan Daerah Retribusi Tempat
Khusus Parkir. Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir yaitu pemberian pelayanan penyediaan
tempat parkir khusus yang meliputi palataran/ lingkungan parkir, taman parkir dan gedung parkir
yang nanti pengaturannya diatur oleh pemerintah daerah.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5 s/d 10
Cukup Jelas
Pasal 11 s/d 15
Cukup Jelas
Pasal 16 s/d 20
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2010
NOMOR 48 SERI: C



